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Kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia utamanya dalam proses
pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap pembahasan RUU

bahwasanya telah menyimpangi sistem presidensial dan dapat menjadi problematika. Tesisini hendak
menjawab permasalahan yaitu mengenai kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang serta
konsep rekonstruksi yang ideal terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di
Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilengkapi
dengan perbandingan 20 negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Presiden di Indonesia memiliki
kewenangan yang begitu besar dalam pembentukan undang-undang. Presiden terlibat dalam seluruh

proses pembentukan undang-undang mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan RUU, bahkan adanya
ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)

UUD NRI 1945 telah menjadikan Presiden dapat mengontrol agenda legislasi. Besarnya kewenangan
Presiden tersebut tidak sesual dengan tujuan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Adapun gagasan
rekonstruks yang dapat diberikan adalah dengan membatasi kewenangan Presiden dalam pembentukan
undang-undang dengan tidak melibatkan Presiden dalam proses pembahasan,

melainkan memperkuat posisi DPD dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya, dalam hal persetujuan
RUU, Presiden seharusnya diberikan hak veto untuk menolak RUU yang digjukan parlemen sebagai bentuk
checks and

balances. Dalam bidang pengesahan RUU, gagasan rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah dengan
memberi kewgjiban bagi Presiden untuk mengesahkan setiap RUU yang telah disetujui oleh dua per tiga
anggota DPR dan DPD. Adapun dalam hal Presiden tidak mengesahkan RUU, maka hal ini dapat dilakukan
oleh Ketua DPR. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah

dengan melakukan perubahan UUD NRI 1945 dengan mengubah pasal terkait kewenangan Presiden dan
DPD dalam pembentukan undang-undang

...... The authority of the President in the law making process in Indonesia expecially in the process of
deliberating and granting approval for the deliberation of the Bill that it has deviated from the presidential
system and could become problematic. This thesisintends to answer the problem regarding the authority of
the President in forming laws and the concept of ideal reconstruction of the President's authority in the
formation of lawsin Indonesia. The method used in

this study is anormative juridical method with a comparison of 20 countries. The research results show that
the President in Indonesia has enormous authority in the law making process. The President isinvolved in
the entire process of constituting legislation starting from the planning stage to the ratification of the

Bill, even the provisionsin Article 20 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution have enabled the
President to control the legislative agenda. The
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amount of authority of the President is not in accordance with the goal of strengthening the presidential
system in Indonesia. The idea of reconstruction that could be given isto limit the President's authority in the
law making process by

not involving the President in the deliberation process, but rather strengthening the DPD's position in the
law making process. Furthermore, in terms of the

approval of the bill, the President should be given veto power to reject the bill proposed by the parliament as
aform of checks and balances. In the field of bill ratification, the idea of reconstruction that can be carried
out is by giving the President the obligation to pass every bill that has been approved by two thirds of the
members of the DPR and DPD. Asfor the President does not pass a bill, this can be done by the Speaker of
the DPR. Suggestions that can be given based on the results of this research are to make changesto the 1945
Consgtitution of the Republic of Indonesia by changing articles related to the authority of the President and
DPD in the formation of laws



